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PERUNDANG-UNDANGAN  PENDIDIKAN  

 

Pendirian negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 

membawa dampak yang sangat luas dan mendasar bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia.  

Kebijakan pendidikan dimulai dengan menetapkan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh 

rakyat dan dinyatakan secara ekspilisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini 

merupakan suatu langkah politik dan pendidikan yang sangat mendasar. Pendidikan yang pada 

zaman penjajahan Belanda merupakan sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh golongan 

bangsawan, timur asing, bangsawan dan orang kaya sejak berdirinya negara Republik Indonesia 

menjadi hak rakyat. Setiap anggota masyarakat yang berusia 7 tahun sudah dapat menikmati 

pendidikan SD tanpa memandang asal usul kelurga, latar belakang social keluarga atau pun latar 

belakang ekonomi keluarga. Seorang anak petani sekarang dapat duduk bersama dengan anak 

seorang bangsawan, anak dari keluarga kaya, atau pun latar belakang etnis lainnya di satu bangsa 

dan di satu kelas yang sama.  Keberhasilan seseorang dalam pendidikan tidak lagi diukur dari 

atribut kekeluargaan seorang peserta didik.  

 

Kebijakan pendidikan yang dikenal dengan istilah demokratisasi pendidikan itu tidak hanya 

merupakan slogan politik tetapi menjadi kepedulian pemerintah yang terus dikembangkan. 

Berbegai peraturan pemerintah baik pada tingkat undang-undang mau pun peraturan yang lebih 

rendah dihasilkan untuk mendukung program demokratisasi pendidikan. Perubahan perubahan 

yang dilakukan dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau pun peraturan yang lebih 

rendah memperlihatkan sikap yang konsisten dari pemerintah dalam menyediakan pendidikan 

bagi seluruh rakyat. 

                                                 
1
 Naskah dalam  buku Indonesia Dalam Arus Sejarah 
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Kebijakan untuk memberikan pendidikan yang dapat dinikmati masyarakat banyak dinyatakan 

secara legal dalam dasar-dasar pendidikan dan pengajaran oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran 

dan Kebudayaan (PPK) Mr Soewandi pada tahun 1946. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan 

bahwa ”manusia itu sama harganja, sebab itu berhubungan sesama anggauta masjarakat harus 

bersifat saling hormat-menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas 

harga diri sendiri”
2
. Atas dasar persamaan derajat manusia itu maka pendidikan haruslah tercapai 

bagi semua orang. Adalah suatu keyakinan di fihak pemerintah pada waktu itu bahwa melalui 

pendidikan negara akan mendapatkan ”warga negara jang rajin bekerdja, tahu pada wadjibnja, 

djudjur dalam pikiran dan tindakannja” (Pewarta, 1951) 

 

Kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi semua rakyat dinyatakan secara tegas dalam 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1950.  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 ini adalah undang-

undang pertama tentang pendidikan yang dihasilkan Republik Indonesia. Dikembangkan pada 

tahun 1949, sebelum penandatangan Konferensi Meja Bundar UU ini baru dapat diselesaikan 

dan diundangkan pada 1950 ketika Republik Indonesia menjadi negara bagian Republik 

Indonesia Serikat. Undang-Undang ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Mr 

Assaat
3
 dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan S. Mangunsarkoro, ditetapkan di 

ibukota negara RI yaitu Yogyakarta pada tanggal 2-1-1950 dan diundangkan oleh Menteri 

Kehakiman A.G. Pringgodigdo pada tanggal 5 April 1950,  setelah disahkan oleh DPRS-RI 

sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah RI pada tanggal 27 Januari 1950.  

 

Semangat kemerdekaan dan penghargaan terhadap persamaan hak warganegara dalam suatu 

negara merdeka sangat menonjol dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 ini. Undang-

Undang tersebut menyebutkan secara tegas bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia sebagai dasar-dasar pendidikan, dan tujuan pendidikan dan pengajaran 

adalah membentuk manusia susila yang cakap, warganegara yang demokratis, dan 

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan pendidikan 

                                                 
2
 Pewarta PPK, nomor 2 tahun 1951 

3
 Pada waktu Undang-Undang ini mulai dirancang oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) 

pada pertengahan bulan Oktober 1949, Mr Assaat adalah ketua BP-KNIP. Rancangan Undang-Undang itu adalah 

draft baru yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu S. Mangunsarkoro 

berdasarkan ingatan pada draft yang telah dibuat dan dibahas setahun sebelumnya tetapi hilang ketika terjadi aksi 

meliter Belanda 
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menghasilkan manusia cerdas semata ditolak. Pendidikan harus  menjadikan warganegara 

demokratis yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagaimana 

yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. 

 

Melalui undang-undang tersebut pemerintah menetapkan kebijakan bahwa pendidikan harus 

memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap anggota masyarakat.  Untuk 

itu Undang-Undang menetapkan pendidikan di Sekolah Rakyat dinyatakan sebagai wajib belajar. 

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dinyatakan bahwa anak yang 

sudah berusia 6 tahun sudah berhak untuk bersekolah sedangkan bagi mereka yang sudah 

berumur 8 tahun sudah dinyatakan wajib mengikuti pendidikan dan pengajaran. Wajib belajar ini 

dinyatakan berlaku untuk selama 6 tahun dan ini merupakan wajib belajar pertama di Republik 

Indonesia. Dengan ketetapan mengenai wajib belajar ini, negara Republik Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki kebijakan wajib belajar bagi warganya. Pada waktu itu sebagian 

besar negara lain belum menyatakan pendidikan di SR sebagai wajib belajar bagi para warganya. 

Oleh karena itu, dibandingkan dengan negara-negara Eropa bahkan Belanda dan negara  Asia, 

negara Republik Indonesia adalah negara  yang sangat maju dalam menetapkan wajib belajar 

tersebut.
4
 

 

Dalam proses pembuatannya, perdebatan yang sengit mengenai Undang-Undang nomor 4 tahun 

1950 berkenaan dengan tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu mengenai manusia susila dan 

warganegara yang demokratis, status pendidikan agama, dan penggunaan bahasa daerah sebagai 

bahasa pengantar. Pengertian manusia susila diperdebatkan dan dipertanyakan oleh beberapa 

anggota BP KNIP waktu itu, diantaranya oleh Asarudin dan Kobarsih sementara anggota lain 

diantaranya M.L. Latjuba, Sadjarwo, Kasman Singodimedjo, Dr. D.S. Dianipar setuju dengan 

pencantuman kata susila tersebut.  

 

Kobarsih beranggapan bahwa kata susial dalam rumusan tujuan tersebut mengandung banyak 

pengertian. Dalam tanggapannya, ia mengatakan: 

                                                 
4
  Sebagai perbandingan, di berbagai negara Eropa kebijakan mengenai wajib belajar baru dilakukan pada tahun 80-

an. Misalnya, Spanyol (1990): 9 years sampai usia 16;  Portugal (1989): 12 years; Belgia (1983): 12 years; Jerman 

(1990): 12 years;  Luxembourg (1984): 7 years; Belanda (1985): 6 years; Yunani (1985): 12 years;  Prancis (1992): 

10 years; dan Finlandia (1985): 9 years.   
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Dalam pasal ini saja usulkan supaja tudjuan pendidikan dan pengadjaran ini 

adalah untuk membentuk manusia jang tjakap sadja. Adapun jang mengenai susila 

itu, supaja dihilangkan sadja, sebab menurut pendapat saja susila itu matjam-

matjam pokoknja. 

Umpama sadja susila djelata dan susila pradja, maka kedua-keduanja susila itu 

betrtentangan sama seklai. Djadi kalau dalam pendidikan ini akan dipakai kata-

kata susila, maka itu seharusnja djuga dijelaskan apa dasar kesusilaan jang akan 

dilakukan ini. Maka untuk tidak memperpandjang rangkaian soal jang mengenai 

pasal ini dan djuga, supaja tidak perlu diadakan pendjelasan, susila ini, supaja 

dihilangkan sadja. 

 

Atas pernyataan Kobarsih itu, Menteri PPK, Maangunsarkoro, memberikan penjelasannya 

sebagai berikut: 

Apa jang dimadjukan Sdr Kobarsih memang kesusilaan berbeda. Tetapi djuga 

disitu segala perkataan mempunjai matjam-matjam arti. Maka dalam formulaering 

terpaksa kita pakai arti jang umum, akan tetapi nanti bisa berwudjud jang 

dikehendaki masjarakat seluruhnja. 

Sebab ternjata disitu, jang dikehendaki adalah satu matjam susila jang oleh 

masjarakat seluruhnja, tentu ini nanti jang diambil. 

 

Ketua Sidang menanyakan kepada anggota yang hadir apakah ada yang mendukung pendapat 

Kobarsih dan beberapa orang menyatakan dukungannya sehingga Ketua Sidang memberikan 

kesempatan kepada anggota BP-KNIP menyatakan pendapatnya. Tanggapan yang kemudian 

diberikan oleh M.L. Latjuba, Sadjarwo, Mr Sartono mendukung dicantumkannya kata susila 

sedangkan Asarudin tetap menolaknya. Kobarsih tetap menolak pencantuman kata susial kecuali 

kalau diberi penjelasan. Akhirnya, Ketua Sidang, Mr Assaat melakukan pemilihan suara pada 

tanggal 26 Oktober 1949 dengan hasil 6 suara setuju untuk dihapus sedangkan 15 suara setuju 

untuk dipertahankan. 

 

Pemikiran dalam rancangan undang-undang yang juga banyak diperdebatkan oleh anggoata BP-

KNIP adalah  kata-kata ”warganegara yang demokratis” yang tercantum dalam rumusan tujuan 

pendidikan. Beberapa anggota BP-KNIP beranggapan bahwa kata demokratis itu tidak jelas dan 

menuntut agar kata-kata tersebut dihapuskan. Penghapusan kata-kata itu diusulkan oleh beberapa 

anggota BP-KNIP, diantaranya Maruto Nitimihardjo dan kemudian dikenal dengan usul Maruto. 

Maruto Nitimihardjo mengatakan: 

Sdr. Ketua, mengingat apa jang telah saja madjukan dalam pemandangan umum, 

maka agar supaja djangan terdjadi salah faham mengenai dasar dan tudjuan 

pendidikan itu, saja usulkan dalam Bab II pasal 3 supaja ”warganegara jang 
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demokratis” dihilangkan.  Sebabnja ialah karena saja sudah menganggap tjukup 

dengan dasar demokratisme jang tertjantum dalam Pantja Sila dan djuga sudah 

ditjantumkan bahwa tudjuan pendidikan dan pengadjaran itu ialah membentuk 

manusia susila jang bertanggung djawab d.s.b.nja itu. 

 

Argumentasi yang dikemukakan tidak diterima oleh sebagian besar anggota BP-KNIP lainnya 

dan ketika dilakukan voting pada tanggal 26 Oktober 1949 maka ada 7 suara yang menyetujui 

dihilangkannya kata “demokratis” itu dan 13 suara mempertahankannya. Dengan demikian maka 

rumusan ”warganegara jang demokratis” dalam tujuan pendidikan dipertahankan. 

 

Perdebatan mengenai status pendidikan agama adalah perdebatan yang sangat panjang. Ketua 

Sidang membuka perdebatan itu setelah mendengar pendapat yang dikemukakan banyak anggota 

pada waktu pemandangan umum.  Perdebatan dan keputusan mengenai ini mulai dilakukan 

dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 1949 sore hari. Permasalahan yang utama bukan pada 

keberadaan pendidikan agama tetapi apakah pendidikan agama itu dinyatakan sebagai mata 

pelajaran fakultatif (tidak wajib) ataukah mata pelajaran wajib (verplict leervak). Permasalahan 

lain yang berkenaan dengan pendidikan agama ialah ”tentang kebebasan orangtua murid untuk 

memilih”. 

  

Pada waktu perdebatan tersebut, Mohd. Sjafei membacakan Nota Atjeh yang ditandatangani oleh 

Tgk. Mohd. Daut Beureu’Eh (sic.!) yang menghendaki agar pendidikan agama berstatus verplict 

leervak. Jumlah mereka yang menolak usul agar pendidikan agama berstatus wajib cukup banyak 

diantaranya  Mr. Sartono, Mr. Tambunan, Rasuna Said dan Sjamsuddin Sutan Makmur. Mr Moh. 

Dalijono pada mulanya dalam rapat tanggal 17 Oktober 1949 setuju pendidikan agama berstatus 

wajib tetapi kemudian dalam pidatonya tanggal 21 Oktober 1949 mengubah posisinya. Pada 

tanggal 21 Oktober 1949  diputuskan bahwa pendidikan agama adalah sesuatu yang bersifat 

fakultatif seperti yang tercantum dalam pasal 20 dan bukan wajib.  Dalam bahasa yang 

dikemukakan Ketua Sidang dikatakan sebagai berikut: 

 

  Pokoknja begini. 

Pemerintah menjediakan peladjaran agama disekolah-sekolah. Orang tua 

mempunjai kemerdekaan menetapkan apakah anaknja akan ikut apakah tidak.  

Nanti bagaimana uitvoeringnja, bagaimana tjaranja ”orangtua itu menetapkan 

anaknja ikut peladjaran agama atau tidak” itu urusan peraturan jang lebih rendah. 



 6 

Tetapi pokoknja kita tentukan disini, bahwa orang tua itu mempunjai 

kemerdekaan untuk menetapkan, apakah anaknja turut peladjaran agama jang 

diberikan tertentu, jang diadakan dalam sekolah oleh Pemerintah.     

 

Dengan kata-kata itu maka Ketua Sidang menganggap bahwa perdebatan mengenai pendidikan 

agama dianggap sudah selesai. Bantahan pun sudah tidak dikemukakan lagi kecuali pertanyaan 

dari Nyonya S. Mangunpuspito tentang redaksi pasal tersebut. Pertanyaan tersebut dijawab oleh 

Ketua Sidang bahwa redaksi dapat berubah tetapi pokoknya pelajaran agama diberikan oleh 

sekolah tetapi orangtua memiliki kebebasan menetukan apakah putra-putrinya ikut atau tidak 

pendidikan suatu agama.  

 

Tindak lanjut dari ketetapan mengenai status pendidikan agama ini Menteri Pendidikan, 

Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Bersama dengan Menteri Agama pada 

tanggal 16 Juli 1 1951. Peraturan Bersama ini mencabut  Peraturan Bersama yang telah 

dikelaurkan sebelumnya tanggal 20 Januari 1951. Peraturan Bersama ini merupakan 

operasionalisasi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950, 

ditandatangani oleh Menteri PPK Mr Wongsonegoro dan Menteri Agama H.A. Wahid Hasjim. 

Dalam Peraturan Bersama ini ditetapkan bahwa di sekolah rendah dan lanjutan (umum dan vak = 

kejuruan) diberikan pendidikan agama, dimulai di kelas 4 sebanyak-banyaknya 2 jam seminggu. 

Pendidikan agama itu diberikan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik dan jika di 

suatu kelas memiliki paling sedikit sepuluh orang. 

 

Permasalahan berikutnya yang banyak diperdebatkan oleh anggota BP-KNIP adalah penggunaan 

bahasa daerah sebagai pengganti bahasa Indonesia untuk kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat. 

Suasana kebangsaan yang masih sangat kental tampaknya menjadi semangat kelompok orang 

yang menolak penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas 1, 2, dan 3. Selain 

itu adanya kenyataan bahwa di suatu komunitas di banyak kota besar sudah terjadi percampuran 

berbagai suku bangsa dengan bahasa ibu yang berbeda pula sehingga penggunaan bahasa daerah 

dikhawatirkan akan menyulitkan proses pembelajaran. Kelompok anggota BP-KNIP ini 

menuntut agar bahasa Indonesia digunakan sejak dari kelas 1 Sekolah Rakyat sampai ke 

perguruan tinggi. Bahkan di antara mereka ada yang mengusulkan agar bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pengantar di taman kanak-kanak. Diantara mereka yang menolak penggunaan bahasa 

daerah sebagai bahasa pengantar di kelas 1, 2, dan 3 SR adalah Zinal Abidin Ahmad dan Lobo. 
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Sementara itu mereka yang menyetujui penggunaan bahasa daerah tersebut adalah M.L.Latjuba, 

Susilowati, Tambunan, Dalijono. Diantara alasan yang dikemukakan oleh kelompok pendukung 

ini adalah alasan pedagogik yang menyatakan bahwa pada usia anak kelas 1, 2, dan 3  

penggunaan bahasa yang sudah mereka kuasai (bahasa daerah = bahasa ibu) akan lebih 

memudahkan proses pembelajaran. Penyelesaian yang diambil adalah penggunaan bahasa daerah 

tersebut tidak bersifat suatu keharusan tetapi merupakan suatu kemungkinan. Keputusan ini 

memberikan jalan keluar bagi perbedaan pendapat yang ada di antara anggota BP-KNIP itu. 

   

Setelah RIS dinyatakan bubar dan bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan Negara 

Republik Indonesia pada tahun 1950. Ir Soekarno yang semula adalah presiden RIS kembali 

menjadi presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mr Asaat berhenti sebagai presiden 

Republik Indonesia bersamaan dengan bubarnya negara bagian Republik Indonesia sebagai 

bagian dari RIS. Dalam waktu 4 tahun setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, pemerintah belum menghasilkan undang-undang pendidikan yang baru. Mengingat 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 telah digunakan di wilayah Republik Indonesia ketika 

negara ini menjadi negara bagian  RIS dan sekarang RIS sudah menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia maka diambil inisiatif untuk memberlakukan Undang-Undang nomor 4 

tahun 1950 sebagai undang-undang pendidikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 diusulkan berlaku sebagai undang-undang pendidikan dan 

menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1954. Dalam konsiderannya Undang-undang nomor 

12 tahun 1954 menyatakan bahwa sambil menunggu kehadiran undang-undang tentang dasar-

dasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, ditetapkan Undang-Undang nomor 4 

tahun 1950 sebagai Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 ini ditandatangani oleh Presiden 

Soekarno, Menteri Pendidikan dan Pengajaran Muhammad Yamin, dan diundangkan oleh 

Menteri Kehakiman Djody Gondokoesoemo.  Pembahasan mengenai undang-undang ini 

dilakukan di sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa orang  anggota BP-KNIP yang 

menghasilkan UU Nomor 4 tahun 1950 dan kemudian menjadi anggota DPR  hadir dalam 

pembahasan mengenai undang-undang tersebut. Mereka adalah Zainal Abidin Achmad, Mr. 

Mohd. Dalijono, dan Rangkajo Rasuna Said.  
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Dengan penetapan ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mengakui berbagai 

kebijakan mengenai pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 

1950, antara lain kebijakan mengenai demokratisasi pendidikan dan wajib belajar 6 tahun bagi 

seluruh warganya yang sudah berumur 8 tahun, status pendidikan agama yang bersifat tidak 

wajib, dan penggunaan bahasa daerah bagi pembelajaran kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat. 

Konsekuensinya dari kebijakan mengenai demokratisasi pendidikan dan wajib belajar 6 tahun, 

tentu saja pemerintah harus menyediakan sekolah, guru, perlengkapan belajar, dan biaya 

operasional pendidikan bagi Sekolah Rakyat (nama yang digunakan sebelum diganti menjadi 

Sekolah Dasar). Sayangnya, kesulitan kehidupan perekonomian negara tidak memberikan 

kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar tersebut. 

Sementara itu jumlah penduduk usia sekolah SR dan berminat masuk sekolah setiap tahun 

semakin besar. Penghapusan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan digantikan dengan 

bahasa Indonesia, pandangan masyarakat yang melihat pendidikan sebagai wahana untuk 

memperbaiki kehidupan mencontoh para pemimpin bangsa yang terdidik bahkan banyak yang 

menyandang  gelar kesarjanaan, merupakan  faktor-faktor yang juga berpengaruh terhadap 

pendidikan.  

  

Selain pemerintah yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan wajib belajar 6 tahun, banyak 

pula orang tua yang tidak mampu mengirimkan putra-putrinya ke sekolah. Banyak keluarga yang 

tidak dapat menyekolahkan putra-putri mereka karena keterbatasan bangku di sekolah dan 

keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang sudah berusia 8 tahun atau lebih pun banyak 

yang tidak mampu bersekolah. Pendidikan tetap membutuhkan biaya baik yang harus disediakan 

pemerintah mau pun yang harus disediakan oleh orang tua. Peraturan sekolah yang longgar 

mengenai pakaian, tidak ada pakaian seragam, tidak pula perlu memakai sepatu sehingga banyak 

peserta didik Sekolah Rakyat yang tidak bersepatu, penggunaan batu tulis yang dibagikan 

sekolah tetap menuntut adanya biaya tambahan dari orang tua. Orang tua harus menyediakan 

uang jajan dan transportasi. Ini merupakan biaya ektra dari biaya dasar kehidupan sebagian besar 

keluarga tersebut. Sebagian dari keluarga itu mampu membiayainya, sebagian lain bertekad 
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keras sekolah tanpa uang jajan dan transportasi melainkan jalan kaki, dan biaya lainnya, 

sedangkan sebagian lain tetap tidak mampu menyekolahkan putra-putri mereka.
5
 

 

Bagi keluarga yang terakhir ini, ketiadaan biaya melemahkan tekad sebagian keluarga dan putra-

putri mereka untuk bersekolah tetapi juga karena anak adalah modal kerja keluarga maka 

bersekolah berarti keluarga kehilangan penghasilan (income forgone). Banyak keluarga yang 

memandang anak sebagai tenaga kerja di rumah tangga, anak tertua harus menjaga adiknya 

ketika orangtuanya bekerja. Jika anaknya harus bersekolah maka di rumah tidak ada yang 

menjaga adik-adiknya dan ini bukan situasi keluarga yang baik. Kalau ibu harus menjaga anak-

anaknya maka banyak pekerjaan yang menjadi kewajiban ibu menjadi terbengkalai atau yang 

lebih buruk lagi ibu tersebut tidak mungkin mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu anak 

yang mereka miliki, terlebih-lebih anak perempuan, diharuskan membantu di rumah dan 

dibiarkan tidak bersekolah. 

 

Walau pun di banyak negara wajib belajar mempunyai makna sebagai suatu kewajiban bagi 

orangtua menyekolahkan anaknya dengan sanksi hukum apabila lalai, wajib belajar yang 

dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan nomor 12 tahun 1954 berbeda dalam 

pelaksanaannya. Pemerintah tidak memberikan sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan 

putra-putrinya. Mereka tidak dihukum atau diberi sanksi lainnya. Kesadaran pemerintah akan 

ketidak mampuannya menyediakan fasilitas belajar dan sekolah, dan ketidakmampuan 

masyarakat menyebabkan pelaksanaan wajib belajar dilakukan tanpa sanksi.  Dalam pengertian 

ini sesungguhnya sukar dapat dikatakan bahwa pemerintah gagal menerapkan kebijakan wajib 

belajar tersebut walau pun tidak dapat pula dikatakan berhasil. 

 

Perkembangan politik yang terjadi di kemudian hari menyebabkan Indonesia memasuki masa 

yang sangat sulit dalam kehidupan perekonomian bangsa terutama masa antara tahun 1959 – 

1967. Inflasi yang terjadi pada masa itu sebanyak 600% dan ini adalah puncak dari inflasi yang 

                                                 
5
 Masalah wajib belajar ini telah dikemukakan pula oleh anggota DPR Sundjoto. Menurut Sundjoto masalah itu 

sangat berkaitan dengan anggaran belanja negara untuk gedung pendidikan dan pengadaan guru. Besarnya anggaran 

pendidikan dapat ditingkatkan (pada tahun 1954 itu anggaran pendidikan adalah sebesar 12% dari anggaran belanja 

negara, seperti dikemukakan oleh Mohammad Sjafii, anggota DPR). Meski pun demikian anggota DPR lain 

mendukung pikiran tentang wajib belajar 6 tahun tersebut bahkan Rangkajo Rasuna Said, anggota DPR lainnya, 

menyarankan agar wajib belajar itu sampai sekolah menengah sedangkan mahasiswa pendidikan tinggi dibebaskan 

dari uang pendidikan. (naskah rekaman pidato 12 orang anggota DPR pada tanggal 27 Januari 1954 membahas 

rancangan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954)   
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pernah terjadi di negara ini. Anggaran pendidikan pun semakin mengecil. Pikiran tentang wajib 

belajar hilang bersamaan dengan kegalauan ekonomi dan politik pada masa itu dan hanya 

menjadi mimpi indah bangsa.  

 

Pada akhir tahun 1965 terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Pemberontakan G.30.S/PKI. 

Akibat dari pemberontakan ini terjadi perubahan kekuasaan dalam pemerintah. Presiden 

Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Suharto untuk 

mengatasi kemelut politik yang terjadi akibat dari pemberontakan tersebut. Berdasarkan Surat 

Perintah 11 Maret 1966 itu kemudian terjadi peralihan pemerintahan. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat  (Sementara) yang berwewenang memilih presiden mengangkat Letnan Jjenderal Suharto 

sebagai ketua presidium dan melalui Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 menetapkan Jenderal 

Suharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia  dan pada bulan Maret 1968 melalui TAP 

MPRS XLIX/MPRS/1968 mengangkat Jenderal Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, 

setelah MPRS menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno.  

 

Bangsa Indonesia memasuki kehidupan  baru yang kemudian dikenal dengan nama Orde Baru. 

MPR menjadi lembaga yang cukup produktif menghasilkan berbagai produk hukum yang 

berkenaan dengan arah pembangunan dan kehidupan bangsa untuk masa depan, termasuk bidang 

pendidikan. Meski pun demikian tidak ada Undang-Undang Pendidikan baru yang dihasilkan 

sampai dengan tahun 1989. Sementara itu Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 masih 

diberlakukan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ketetapan (TAP) MPR(S) 

mengubah beberapa pasal yang berkenaan dengan pendidikan tetapi terutama berkenaan tujuan 

pendidikan. 

 

Pada tahun 1966, MPRS melakukan beberapa perubahan mengenai kebijakan pendidikan untuk 

menghilangkan pengaruh Manipol. Pada tahun 1966 MPR9S) mengeluarkan TAP XXVI tahun 

1966. Perubahan mengenai pendidikan yang ditetapkan dalam TAP MPRS XXVI tahun 1966 

tersebut adalah mengenai isi pendidikan. Dinyatakan bahwa isi pendidikan haruslah diarahkan 

pada (a) mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, (b) 

mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, dan (c) membina/ memperkembangkan fisik yang 

kuat dan sehat. Ketetapan ini mungkin merupakan solusi yang dianggap tepat pada waktu itu 

karena peritiwa yang terjadi dianggap sebagai upaya perlawanan terhadap Pancasila dan 
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dilakukan oleh kelompok yang secara indoktrinatif tidak beragama. Oleh karenanya solusi 

melalui pendidikan haruslah ditujukan untuk memperkuat karakter manusia Pancasila sejati, 

memiliki mental-moral-budi pekerti tinggi, dan kuat dalam keyakinan beragama.       

 

Ketika pemerintah mengembangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pikiran tentang wajib belajar tidak dimunculkan lagi. Dalam undang-

undang tersebut Pemerintah mengembangkan konsep baru yang dinamakan dengan pendidikan 

dasar (basic education) 6 tahun dan wajib belajar (WAJAR). Meski pun tidak dinamakan wajib 

dalam pengertian compulsory, dampak dari kebijakan ini sangat dahsyat. Wajib belajar diartikan 

sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas belajar dan bukan sebagai kewajiban 

orangtua menyekolahkan anaknya. Untuk merealisasikan kebijakan itu pemerintah mendirikan 

gedung baru  Sekolah Dasar di seluruh wilayah tanah air, mengangkat guru, dan menyediakan 

dana operasional bagi SD. Dalam masa 10 tahun jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) 

sudah mendekati 100%. Ini adalah suatu prestasi cemerlang yang dilakukan pemerintah di 

bidang pendidikan dasar 6 tahun.   

 

Perbedaan lain yang diperkenalkan oleh Pemerintah adalah Pendidikan Dasar 9 tahun. Pemikiran 

dasar 9 tahun ini ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989.  Dilihat dari pemikiran 

tentang pendidikan dasar sebelumnya,  yaitu pendidikan dasar 6 tahun,  pemikiran pendidikan 

dasar 9 tahun merupakan suatu kemajuan dalam kebijakan pendidikan bangsa. Melalui konsep 

pendidikan dasar 9 tahun Pemerintah merencanakan bahwa setiap warganegara Indonesia akan 

menikmati pendidikan paling tidak selama 9 tahun. Konsep lamanya pendidikan yang dinikmati 

warga suatu bangsa ini secara internasional digunakan sebagai salah satu indikator dalam Human 

Development Index (HDI) untuk menentukan tingkat perkembangan kesejahteraan bangsa.  

Sayangnya, pikiran pendidikan yang maju ini tidak menjadi suatu kenyataan karena pemerintah 

mengalami kesulitan untuk menyediakan fasilitas belajar.  

 

Pembukaan jalur pendidikan luar sekolah melalui program yang setara dengan jalur sekolah dan 

dinamakan Paket Belajar A setara SD, Paket Belajar B setara SMP dan Paket Belajar C setara 

SMA tidak juga mampu menjadi wahana pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat.  Jalur 

pendidikan ini yang pada mulanya dikenal dengan istilah pendidikan masyarakat tidaklah 
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menjadi jalur pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1950
6
 Jalur 

pendidikan masyarakat ini mendapat tempat yang lebih baik dan diatur pada tingkat undang-

undang baru terjadi pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 setelah Indonesia merdeka 

selama 44 tahun. Istilah Pendidikan Masyarakat yang digunakan dalam kedua undang-undang 

sebelumnya diganti menjadi Pendidikan Luar Sekolah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 

1989. Pada tahun 2003, istilah Pendidikan Luar Sekolah secara resmi diganti dengan istilah 

Pendidikan Non Formal dan dinyatakan secara resmi dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 

2003. 

 

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan pendidikan yang seluasnya kepada masyarakat terlihat 

pula pada kebijakan yang membebaskan orangtua dari pembayaran uang sekolah untuk Sekolah 

Dasar. Kebijakan ini memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat bangsa di negara 

yang baru merdeka ini. Kebijakan ini sangat membantu orangtua untuk menyekolahkan putra-

putrinya meski pun mereka tetap mengalami kesulitan dalam menyediakan dana lainnya. Dalam 

hal ini tampaknya pemerintah sangat konsisten sehingga mereka yang berskolah di SD negeri 

dibebaskan dari kewajiban membayar uang sekolah. Keinginan pemerintah yang kuat untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya didukung oleh 

kebijakan mengenai bantuan bagi mereka yang miskin tetapi menunjukkan prestasi belajar yang 

cemerlang. Sayangnya, keadaan keuangan negara yang tidak bagus menyebabkan kebijakan 

tentang pemberian beasiswa ini tidak dapat diteruskan. 

  

Kebijakan lain dari pemerintah yang baru merdeka tersebut dan masih dipertahankan sampai 

sekarang adalah pendidikan bersama (co-education) bagi  peserta didik putra dan putri. Pikiran 

ini tentu saja merupakan kelanjutan dari masa pendidikan zaman Belanda tetapi menjadikannya 

sebagai bagian dari pemikiran pendidikan nasional merupakan suatu keberanian dan kemajuan. 

Di berbagai negara, Australia misalnya, pikiran tentang pendidikan bersama ini baru menjadi 

gerakan nasional pada tahun 1960-an. Meski pun demikian, sisa-sisa dari pendidikan terpisah 

berdasarkan jenis kelamin (separated education) masih meninggalkan jejaknya dengan masih 

tegarnya boys high school atau girls high school di banyak tempat di negara tersebut.  

 

                                                 
6
 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1954 menyatakan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang 

tersebut tidak berlaku bagi sekolah agama dan pendidikan masyarakat. 
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Indonesia memang termasuk negara yang menonjol dalam penerapan konsep pendidikan 

bersama di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kiranya sumbangan dari 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 mengenai 

pikiran pendidikan bersama bagi dunia pendidikan Indonesia tidak dapat disangkal. Ketetapan 

yang tertulis secara eksplisit mengenai hal ini merupakan tonggak yang fundamental dalam 

kebijakan pendidikan. Kebijakan ini sampai sekarang terus dipertahankan bahkan untuk sekolah-

sekolah yang berada di bawah binaan Departemen Agama pelaksanaan pendidikan bersama tetap 

dilakukan. 

 

Pada tahun 1989, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang tentang sistem pendidikan 

nasional yang baru. Undang-Undang terbaru ini dikenal dengan nama Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirancang dan 

dikembangkan sejak tahun 1978. Landasan awalnya dikembangkan oleh sebuah tim yang 

dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr Daoed Joesoef. Tim tersebut diketuai 

oleh Prof. Dr Slamet Imam Santoso dan disebut dengan Komisi Pembaharuan Pendidikan 

Nasional (KPPN). 

`  

Laporan KPPN ini menjadi dasar kajian bagi tim yang dinamakan Satuan Tugas Pembaharuan 

Sistem Pendidikan Nasional. Satuan tugas ini diketuai oleh Drs Endang Soenarya dan melibatkan 

berbagai lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

seperti Kantor Wilayah Departemen
7
, universitas, institut, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta 

(Kopertis) dan lembaga utama di Departemen Pendidikan & Kebudayaan serta berbagai lembaga 

di departemen lainnya. Pada waktu Prof. Dr Noegroho Notosusanto menjadi menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, pekerjaan Satuan Tugas Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilanjutkan 

oleh sebuah tim yang dinamakan Kelompok Kerja Penyusun Naskah Pokok-Pokok Sistem 

Pendidikan Nasional, diketuai oleh Prof Dr Harsja W. Bachtiar. Kelompok ini kemudian berhasil 

menyusun Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional
8
.  

 

                                                 
7
 Sistem pemerintahan yang sentralistis dan setiap Departemen teknis Pemerintah Pusat memiliki kantor wilayah di 

daerah (propinsi sampai ke kotamadya & kabupaten). Dalam sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi seperti 

sekarang, Departemen tertentu masih masih memiliki Kantor Wilayah itu. 
8
 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasan, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 
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Naskah yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja tersebut kemudian disempurnakan lagi menjadi 

Rancangan Undang-Undang  tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional. 

Tidak lama kemudian terjadi pergantian menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena Prof Dr 

Nugroho Notosusanto meninggal dunia. Untuk sementara diangkat menteri ad interim yaitu Prof 

Dr J.B. Sumarlin dan kemudian dilantik menteri baru yaitu Prof Dr Fuad Hassan. Pada masa 

inilah Rancangan tadi dikaji kembali dengan melibatkan lebih banyak fihak dan DPR-RI. Pada 

tanggal 27 Maret 1989 pembahasan mengenai naskah sudah dianggap final dan Presiden 

menandatanganinya sebagai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Diundangkan pada tanggal yang sama dan dalam Lembar Negara Republik 

Indonesia nomor 6 maka secara resmi Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 digantikan oleh 

undang-undang yang baru ini. 

 

Beberapa pikiran pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 masih dipertahankan sampai dengan Undang-Undang 

nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Pikiran yang masih 

dipertahankan tersebut antara lain adalah demokratisasi pendidikan. Dalam undang-undang  

tahun 1950 dan 1954   dinyatakan bahwa setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, suku, ras, sosial, 

ekonomi, dan jenis kelamin. Berbagai kebijakan dikemukakan pula untuk memberikan 

kesempatan yang luas bagi warganegara untuk mengenyam pendidikan. Mereka yang memiliki 

kelain fisik dan mental, mereka yang berasal dari ekonomi keluarga yang tidak mampu, mereka 

yang berada di daerah terpencil berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan 

mereka yang tidak mengalami hambatan-hambatan tersebut. Kebijakan ini menjadi doorongan 

bagi pemerintah untuk membangun gedung-gedung sekolah baru baik SD, SLTP (pengganti 

SMP), mau pun SLTA (pengganti SMA dan SMK). Bahkan pada masa ini kebijakan pemerintah 

yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan SD Instruksi Presiden (Inpres) mampu 

menampung hampir seluruh penduduk usia 7 -12 tahun. Ini adalah suatu prestasi yang cemerlang 

dalam sejarah pendidikan di Indonesia.  

 

Meski pun demikian, konsep wajib belajar yang diperkenalkan oleh Undang-Undang nomor 4 

tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 tidak lagi dilanjutkan. Secara kalimat apa 

yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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tidak berbeda dari apa yang dirumuskan dalam kedua undang-undang sebelumnya. Pengertian 

wajib belajar yang digunakan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ini diartikan  

kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan bagi warganegara. Pemerintah juga menetapkan 

bahwa wajib belajar ditingkatkan dari semula hanya untuk SD menjadi wajib belajar pendidikan 

dasar yaitu SD dan 3 tahun pendidikan sesudah SD. Konsep baru ini menggambarkan adanya 

keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik sebagai pendidikan 

minimal bagi bangsa Indonesia.      

 

Berbagai pemikiran baru yang dikemukakan Undang-Undang ini dibandingkan dengan kedua 

undang-undang sebelumnya. Antara lain adalah wilayah yang dicakup oleh undang-undang baru 

ini tidak saja sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
9
 tetapi juga 

meliputi sekolah yang dikelola Departemen Agama dan Kedinasan. Dalam undang-undang 

sebelumnya sekolah dibawah Kementerian Agama dan sekolah-sekolah kedinasan tidak diatur 

oleh kedua undang-undang tersebut walau pun pasal 2 undang-undang tahun 1954 itu ditolak 

oleh anggota DPR Zainal Abidin Achmad pada rapat DPR tanggal 27 Januari 1954. Sayangnya 

penolakan Zainal Abidin Achmad tersebut tidak mendapat tanggapa karena berakibat pada 

perombakan terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 1954 yang disodorkan sebagai naskah 

untuk menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1954.. Perluasan ruang lingkup pengaturan 

pendidikan yang dinyatakan dalam undnag-undang baru ini menyebabkan undang-undang ini 

dengan tegas dinamakan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional sementara 

undang-undang tahun 1950 dinamakan Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan 

pengajaran di Sekolah, sedangkan Undang-Undang tahun 1954 dinamakan Undang-Undang 

Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Pikiran baru 

tersebut menggambarkan juga keinginan untuk memiliki satu sistem pendidikan nasional yang 

diatur oleh satu undang-undang nasional. Ini adalah suatu langkah penting. 

 

Pada tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang baru ini dikembangkan dalam 

rangka menghadapi perkembangan baru di bidang ketatanegaraan dan pemerintah, kondisi 

                                                 
9
 Nama kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayan berubah menjadi Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah digabungkan dengan Kementerian Perguruan 

Tinggi dan setelah adanya perubahan konsep pendidikan yang meluputi pendidikan dan pengajaran. Penggabungan 

kedua kementerian itu terjadi pada tahun 1966. 
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masyarakat dan bangsa setelah terjadi reformasi pada tahun 1997, dan pekrmbangan dunia 

internasional yang ditandai oleh kebijakan pasar bebas yang semakin lama semakin kuat. 

Indonesia sebagai bagian dari negara yang terletak di wilayah Asia Pasifik menandatangani 

perjanjian Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan menempatkan Indonesia sebagai 

pasar bebas mulai tahun 2020. Pendidikan harus mempersiapkan putra-putri bangsa untuk 

mampu mempertahankan kepribadian bangsa, kepribadian dirinya, dan kehidupan bangsa dalam 

suasana baru pasar bebas yang ditandai oleh tingkat persaingan ekonomi yang tinggi dan dalam 

skala internasional. Oleh karena itu keterlambatan dalam mempersiapkan diri mengahdapi 

kehidupan yang demikian akan merupakan musibah bagi bangsa. 

  

 

 

ARAH DAN  PERKEMBANGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL 

 

Sejarah mengenai kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah 

memperlihatkan terjadinya perubahan tujuan pendidikan yang cukup mendasar. Tujuan 

pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan Undang-

Undang nomor 12 tahun 1954 sangat menekankan pada ”karaktervorming” yaitu melalui 

pengembangan kepribadian yang bersifat mendasar bagi seorang manusia. Berdasarkan  Undang-

Undang nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 tujuan pendidikan dan 

pengajaran dirumuskan untuk ”membentuk manusia susila jang tjakap dan warganegara jang 

demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air” 

 

Penekanan tujuan pendidikan pada pembentukan  manusia susila ini sangat penting dan demikian 

pula dengan kualitas sebagai warganegara yang  demokratis. Ini adalah sesuatu yang amat 

menarik untuk masa itu karena para pemimpin tersebut adalah mereka yang mempunyai latar 

belakang pendidikan yang jauh di atas rata-rata anggota masyarakat kebanyakan. Meski pun 

demikian mereka tidak beranggapan bahwa intelektualitas sebagai kualitas utama yang harus 

dimiliki bangsa Indonesia. Dalam tujuan yang mereka nama ”karaktervorming” maka susila, 

demokratis, dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat adalah karakter yang 

penting untuk dimiliki setiap warganegara.  
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Dalam rapat tanggal 27 Januari 1954 ketika membicarakan mengenai keberlakuan undnag-

undang nomor 4 tahun 1950 beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas 

mendukung tujuan pendidikan yang mengutamakan manusia yang susila dan bukan kecerdasan. 

Dr D.S. Diapari, salah seorang anggota DPR dari Serikat Sekerja Indonesia bahkan mengatakan 

”bahwa untuk pembangunan negara jang terutama sekali, ialah peribudi dan achlak pada 

umumnja dan bukan kepintaran” (dokumen notulen pembicaraan rapat, 1954). 

  

Mohd. Sjafei, tokoh pendidik yang terkenal dengan sekolah Kayu Tanamnya, menyetujui tujuan 

pendidikan yang menghasilkan manusia susila tetapi ia mengingatkan bahwa pekerjaan itu 

bukanlah pekerjaan mudah dan memerlukan biaya besar. Dalam sambutannya pada tanggal 27 

Januari 1954 Mohd. Sjafei mengatakan: 

”tentang mendjadikan manusia susila, ini bukan pekerdjaan murah, tidak semua bisa 

semua didjadikan manusia susila dengan tidak membuang ongkos jang besar. Djadi 

apabila hendak mentjapai seperti jang ditetapkan oleh undang-undang jang nati diterima 

baik oleh seluruh Dewan Perwakilan Rakjat, maka konsekwensinja djiga mesti diterima. 

Dan hal ini tidak mungkin, kalau nanti begroting untuk pendidikan dan pengadjaran 

diturunkan semurah-murahnja, sesudah itu diminta, supaja nanti Pendidikan, Pengadjaran 

dan Kebudajaan melaksanakan, supaja anak-anak kita semua mendjadi manusia susila. 

Ini tidak konsekwen, tidak bisa (ibid, hal 61). 

Dia mesti memakan ongkos besar, tidak boleh tidak. Sekarang ini ongkos itu hanya kira-

kira 12% sadja dari seluruh begroting, sedang dinegara-negara lain jang sudah madju 

adalah lebih dari 12%. Oleh karena itu, apabila kita hendak melihat Indonesia gilang-

gemilang tidak boleh tidak maka anak-anak kita mesti diasuh sebaik-baiknja. 

 

Pendapat ini masih segar dan relevan dengan perkembangan pendanaan pendidikan di Indonesia 

di awal abad 21 ini. Konsistensinya dalam keputusan dan anggaran yang dikemukakan oleh 

Mohd. Sjafei masih menjadi masalah dalam kebijakan pendidikan di Indoensia. Keputusan saja 

tidaklah cukup tetapi juga konsekuensi dari keputusan itu haruslah direalisasikan.     

 

Pada tahun 1959 Indonesia mengalami perubahan politik yang mendasar ketika UUD tahun 1950 

dinyatakan tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Proses 

pengembalian penggunaan UUD 1945 itu dinyatakan dalam dekrit Presiden Soekarno tahun 

1959. Bersamaan dengan kembali ke UUD 1945 Presiden Soekarno memperkenalkan konsep 

kehidupan bangsa yang baru yaitu Manipol Usdek (Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 

1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian 
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Indonesia). Dengan Manipol Usdek ini maka semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, 

dan kebudayaan haruslah disesuaikan dengan konsep baru itu termasuk pendidikan. 

 

Di bidang pendidikan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
10

 Dr Prijono mengeluarkan 

instruksi baru, Pantja Wardhana, pada tahun 1961 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya instruksi 

pada tahun 1959 atas nama Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dijabat 

oleh yang bersangkutan. Dalam instruksi tahun 1961 tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan menegaskan: 

(1) Pantjasila dengan Manipol sebagai pelengkapnja, sebagai asas pendidikan nasional 

(2) Menetapkan Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-

prinsip: 

a. perkembangan tjinta bangsa dan tanah-air, moral nasional/internasional/ 

keagamaan; 

b. perkembangan ketjerdasan; 

c. perkembangan emosil-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir- batin, 

d. perkembangan keprigelan atau keradjinan tangan; 

e. perkembangan djasmani. 

(3) Menjelenggarakan ”hari Krida” atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan 

kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. 

 

Terlepas dari suasana dan pengaruh politik yang melahirkan instruksi Pantja Wardhana tersebut 

tetapi apa yang dinyatakan dalam ketetapan 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, dan 2.e instruksi tersebut 

merupakan inti dari instruksi dan ketetapan yang sarat dengan pemikiran pendidikan, dan 

bersesuaian pula dengan konsep cipta, rasa, dan karsa yang sangat dianjurkan Ki Hajar 

Dewantara. Asosiasi Pancasila dengan Manipol yang memang menjadi jargon politik pada waktu 

itu yang menyebabkan  instruksi mengenai Pantja Wardhana ini dirasakan sebagai sesuatu yang 

tidak sesuai dengan perkembangan politik pada Orde Baru.   

 

Pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan TAP XXVII/MPRS/1966. Dalam TAP tersebut 

dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk ”menghasilkan manusia Pancasila sejati 

berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya TAP tersebut maka arah dan 

tujuan pendidikan Indonesia berubah yaitu dari ”manusia susila yang cakap dan warganegara 

                                                 
10

 Pada waktu itu terdapat Kementerian Pendididkan Dasar dan Kebudayaan dan Kementerian Perguruan Tinggi dan 

Ilmu Pengetahuan. Dr Prijono adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sedangkan Prof.Dr. Ir. 

ThajibHadiwidjaja adalah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. 
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yang demokratis” menjadi manusia Pancasila sejati. Perubahan ini sangat fundamental dilihat 

dari pandangan pendidikan karena tujuan pendidikan sebelumnya sepenuhnya didasarkan kepada 

pertimbangan akademik-pedagogik sedangkan tujuan yang ditetapkan oleh MPRS sangat bersifat 

politik. Meski pun demikian, pengaruh politik terhadap pendidikan bukan merupakan sesuatu 

yang unik dan ekslusif Indonesia tetapi sesuatu yang terjadi di berbagai negara di dunia. 

Keberadaan suatu undang-undang yang mengatur pendidikan adalah merupakan suatu bentuk 

pengaruh politik terhadap pendidikan dan merupakan sesuatu yang wajar dan tak terelakkan. 

 

Perubahan dalam tujuan pendidikan terus berkembang. Dalam sidang pada tahun 1973 MPR 

menghasilkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973. Tujuan pendidikan dirumuskan menjadi 

”membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk Manusia Indonesia yang sehat 

jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan 

kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, 

dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai 

bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (Gunawan, 1986: 52). Istilah manusia Pancasila sejati tidak lagi 

digunakan. Situasi politik pada tahun 1973 sudah lebih kondusif dibandingkan tahun 1966 untuk 

menangkal pengaruh negatif faham dan gerakan komunis di Indonesia sehingga kata-kata 

Pancasila sejati dalam tujuan pendidikan tidak perlu dinyatakan secara ekspilisit.  

 

Perubahan lain yang cukup menonjol dari rumusan tujuan tahun 1973 ini adalah posisi 

pengetahuan dan ketrampilan cukup penting dibandingkan rumusan tujuan pendidikan 

sebelumnya. Meski pun demikian, tak dapat disangkal bahwa rumusan tersebut masih tetap 

memperlihatkan nuansa politik yang cukup kuat, sama kuatnya dengan rumusan tujuan dalam 

TAP XXVI/MPRS/1966. Pembentukan manusia pembangunan sesuai dengan kebijakan politik 

pada waktu itu yang menempatkan pembangunan sebagai jargon politik penting dalam 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus menghasilkan manusia pembangunan sesuai 

dengan ciri kehidupan bangsa pada waktu itu. Fikiran murni dari pemikiran pendidikan untuk 

tujuan pendidikan belum dominan. 

 

Ketika suasana politik sudah lebih kondusif maka MPR menetapkan rumusan tujuan yang lebih 

sesuai dengan Pancasila sebagaimana yang dikehendaki oleh sila pertama Pancasila. Dalam TAP 
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MPR nomor IV/MPR/1978 rumusan tujuan pendidikan sudah mendekati nilai kehidupan bangsa 

yang didasarkan pada Pancasila, dan bukan pada program politik atau ekonomi pemerintah. TAP 

MPR nomor IV/MPR/1978 menetapkan tujuan pendidikan adalah untuk ”meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat 

menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta 

bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”. Rumusan tujuan pendidikan ini 

lebih sederhana dibandingkan dengan rumusan tujuan pendidikan dalam TAP sebelumnya tetapi 

idealisme masih terpelihara. Rumusan yang sama kemudian digunakan ketika lima tahun 

kemudian MPR menghasilkan TAP MPR nomor II/MPR/1983. 

 

Pada tahun 1988 MPR melakukan sidang lima tahunan, memilih presiden dan wakil presiden 

serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk 5 tahun mendatang (1988 – 1993). Ini 

adalah lima tahun terakhir pembangunan jangka panjang 25 tahun Republik Indonesia dan 

merupakan akumulasi keberhasilan dan kegagalan kehidupan bangsa dalam menuju kehidupan 

yang diamantkan UUD 1945. TAP MPR Nomor V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden 

Republik Indonesia menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. TAP MPR 

Nomor VII/MPR/1988 mengangkat Soedharmono, SH sebagai Wakil Presiden Republik 

Indonesia. 

 

Selain kedua TAP tersebut menghasilkan TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. Ketetapan tentang pendidikan termasuk pada bagian Agama dan 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya. Bagian 2 berkenaan dengan 

pendidikan dan dalam seksi 2.a. tujuan pendidikan dirumuskan sebagai ”untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, 

bertanggungjawab, mandiri,cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan 

nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, 

mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial”. Rumusan ini lebih ramping 

dibandingkan rumusan pada TAP tahun 1983. Lagipula kewajiban mengembangkan manusia 

pembangunan sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab pendidikan. Meski pun demikian, dalam 
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rumusan tujuan pendidikan ini terdapat suatu unsur yang tidak dirumuskan dalam tujuan 

sebelumnya yaitu rasa kesetiakawanan sosial. 

 

Kesetiakawanan sosial adalah ciri penting karakter manusia. Dengan kesetiakawanan itu maka 

kehidupan bangsa yang dicita-citakan dapat dikembangkan. Kalau mereka yang memiliki 

keuntungan materi akan memiliki perhatian besar terhadap mereka yang kurang beruntung dan 

mengalirkan keberuntungan materinya kepada yang kurang beruntung maka kesenjangan sosial 

dapat diperkecil. Sayangnya tujuan pendidikan yang bagus ini tidak menjadi suatu kenyataan. 

Pengembangan kurikulum tidak diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan. Kejadian ini adalah sama dengan kejadian sebelumnya dan kejadian sesudah tahun 

1988 karena sampai saat sekarang yaitu pada dekade pertama abad ke-21,  pengembangan 

kurikulum tidak didasarkan pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.    

 

Pada tahun 1989 ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang nomor 2 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional maka tujuan pendidikan nasional mempunyai arah baru. Pendidikan 

dipandang sebagai suatu upaya yang memiliki tujuan ”mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (UU nomor 2 tahun 1989). Dari rumusan ini 

jelas bahwa pendidikan tidak hanya memiliki tujuan untuk mengembangkan kualitas peserta 

didik semata sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 atau pun 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 atau TAP MPRS XXVI/MPRS/1966. Dokumen itu jelas 

menunjukkan bahwa tujuan pendidikan berkonsentrasi pada pengembangan potensi peserta didik 

sedangkan dalam UU nomor 2 tahun 1989 pendidikan memiliki dua tujuan yaitu berkenaan 

dengan kehidupan bangsa dan manusia. Entah bagaimana caranya pendidikan dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa  mengembangkan kehidupan manusia yang cerdas. Pada 

dasarnya, hanya kehidupan manusia yang cerdas yang dapat membawa pada kehidupan bangsa 

yang cerdas. 

 

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 jelas tidak memakai logika bahwa kecerdasan kehidupan 

bangsa hanya dapat dikembangkan melalui kehidupan manusianya. Oleh karena itu pada tujuan 
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pendidikan kedua yang berkenaan dengan manusia tidak dirangkumkan sebagai kualitas 

kehidupan bangsa yang diinginkan.  Manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang menyangkut 

kualitas keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, berpengetahuan dan berktrampilan, sehat 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri tidak harus menjadikan kualitas 

kehidupan bangsa berkembang. Tampaknya, rumusan itu menganut faham bahwa kualitas 

kehidupan bangsa yang cerdas menjadi sesuatu yang terpisah dari kualitas manusia yang ingin 

dihasilkan oleh proses pendidikan.  

 

Pada kenyataannya, tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam UU nomor 2 tahun 1989 ini tidak 

pernah pula diketahui pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian hasil pendidikan lebih 

diarahkan pada ketentuan mengenai kelulusan seseorang dari suatu unit atau lembaga pendidikan 

tertentu. Kualitas yang harus dikuasai seorang peserta didik tidak pula didasarkan pada tujuan 

pendidikan nasional sehingga alat evaluasi nya pun tidak dikembangkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan. Soal-soal yang dikembangkan untuk Evaluasi 

Belajar Tahap Akhir (EBTA), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir 

Nasional (UAN) atau pun Ujian Nasional (UN) adalah untuk menentukan kelulusan seorang 

siswa, bukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan nasioanal. Oleh karena itu sifat 

tujuan pendidikan yang mendua itu pun seolah-olah tidak menimbulkan masalah kependidikan. 

 

Pada tahun 2003 terjadi perubahan tujuan pendidikan dan perubahan ini merupakan koreksi 

terhadap tujuan pendidikan sebelumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka  ”mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka encerdaskan 

kehidupan bangsa” dinyatakan sebagi fungsi pendidikan bukan tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan tetap diarahkan pada pengembangan kemampuan peserta didik dan dirumuskan 

menjadi ”berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab” . 

 

Koreksi ini sangat fundamental karena menyangkut hakiki kegiatan pendidikan. Kegiatan 

pendidikan hanya mampu mengembangkan potensi yang ada pada manusia, bukan manusia 

sebagai suatu kesatuan fisik. Dalam mengembangkan potensi tersebut proses pendidikan 
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memiliki kemampuan mengarahkannya kepada suatu kualitas tertentu seperti keimanan, 

ketaqwaan, kemuliaan akhlak, kesehatan fisik, dan sebagainya.  Oleh karena itu perkembangan 

tujuan pendidikan di Indonesia mencapai titik yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik, pedagogik, dan politik
11

 . 

 

Kenyataan lain yang terjadi adalah upaya berbagai anggota BP-KNIP dan Dewan Perwakilan 

Rakyat yang memperjuangkan masuknya agama  dalam tujuan pendidikan dan juga sebagai mata 

pelajaran wajib baru tercapai setelah hampir 40 tahun. Sungguh suatu perjuangan yang panjang, 

diestafetkan dari satu generasi ke generasi lain tanpa lelah. Meski pun demikian, harus diakui 

bahwa keberhasilan perjuangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang kondusif. 

Argumentasi akademik dan pedagogik semata tanpa didukung oleh situasi politik tidak akan 

memberikan hasil yang diharapkan tersebut. Seperti dikatakan oleh Prawoto Mangkusasmito, 

Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohd Dalijono, hampir 40 tahun lalu, agama adalah masalah 

yang hakiki bagi kehidupan manusia tetapi sensitif bagi kehidupan politik.       

 

Koreksi lain yang dilakukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah ruang lingkup keberlakuan undang-undang yang lebih luas yaitu mencakup 

sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Departemen Agama dan Departemen lain yang 

memiliki sekolah-sekolah kedinasan. Ruang lingkup pengaturan yang luas ini memang 

diperlukan karena dalam masyarakat Indonesia yang sudah lebih maju dan berkembang 

memerlukan adanya suatu aturan mengenai pendidikan.
12

    

  

Fikiran lain yang dikembangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yaitu perlukuan 

yang sejajar antara jalur pendidikan formal dan non-formal. Undang-Undang  nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa hasil belajar yang diperoleh dari jalur 

pendidikan non-formal diakui oleh pendidikan dalam jalur pendidikan formal. Ini merupakan 

                                                 
11

 Pertanggungjawaban politik (political viability and accountability) dibuktikan oleh semua rumusan tujuan yang 

telah dibicarakan sejak 1950 yaitu dengan pencantuman tujuan tersebut dalam suatu ketetapan resmi seperti undang-

undang. Meski pun demikian sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara politk bukanlah jaminan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik atau pun pedagogic. 
12

 Perluasan ruang lingkup ini menyebabkan UU nomor 20 tahun 2003 menggunakan istilah Prndidikan Non-Formal 

menggantikan istilah Pendidikan Luar Sekolah mengingat istilah sekolah hanya digunakan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional sementara Departemen Agama menggunakan istilah madrasah. Oleh karena itu istilah luar 

sekolah dianggap tidak mewakili pemikiran yang ada. 
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suatu kemajuan dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebelumnya, keberadaan program paket A, 

B, dan C pada jalur pendidikan non-formal (disebut dengan istilah jalur pendidikan luar sekolah 

dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989). Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 

memberikan pengakuan kesetaraan yang lebih luas dan tidak perlu dalam bentuk program resmi 

yang dikembangkan pemerintah tetapi juga berupa program pendidikan jalur non-formal yang 

dikembangkan masyarakat.   

 

 

SEKOLAH, JENJANG PENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK 

 

Sejalan dengan perkembangan kebijakan demokratisasi pendidikan, pemerintah mengembangkan 

pula kebijakan tentang sistem persekolahan. Perubahan pertama yang terjadi pada mengenai 

sekolah rendah. Sejalan dengan ketetapan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 persekolahan di Indonesia dibagi dalam tiga jenjang yaitu 

jenjang pendidikan rendah, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. 

Perubahan nama jenjang pendidikan rendah terjadi pada tahun 1989, diubah menjadi jenjang 

pendidikan dasar. Perubahan nama ini tidak hanya menyangkut perubahan nama semata tetapi 

juga konsep. Jika pendidikan rendah menyatakan jenjang yang dibandingkan dengan jenjang di 

atasnya maka pendidikan dasar lebih menekankan pada makna jenjang itu yaitu dasar bagi 

pendidikan di atasnya. Oleh karena itu nama pendidikan dasar dianggap jauh lebih tepat 

dibandingkan pendidikan rendah.  

 

Sekolah yang termasuk kelompok pendidikan rendah dan pendidikan dasar pun berbeda. 

Pendidikan rendah terdiri atas Sekolah Rakyat sedangkan pendidikan dasar  meliputi SD dan 

SMP. Jenjang pendidikan di atas pendidikan dasar tidak mengalami perubahan nama, sama 

dengan nama yang digunakan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 yaitu  pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi.  Sekolah yang menjadi anggota pendidikan menengah 

berkurang karena SMP sudah menjadi bagian dari pendidikan dasar.
13

 

 

Di jenjang pendidikan rendah atau dasar ini terdapat Sekolah Rakyat yang kemudian diubah 

namanya menjadi Sekolah Dasar. Pada masa Kolonial Belanda dikenal adanya Volk School, 2de 

                                                 
13

 Meskipun SMP masuk dalam jenjang pendidikan dasar tetapi SMP tetap berstatus sebagai sekolah menengah. Di 

sini konsep jenjang sekolah dibedakan dari konsep jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menyatakan lapisan 

pendidikan sedangkan jenjang sekolah menyatakan kedudukan suatu sekolah dibandingkan sekolah lain. 
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Inlands School (SD Kelas II) untuk Bumi Putera, ELS (untuk  orang Eropa), HCS untuk orang 

Cina dan Belanda, dan HIS untuk Bumi Putera dan Belanda). Pada masa Pendudukan Jepang 

dikenal adanya Sekolah Rakyat 6 Tahun (Kekumin Gakko)
14

. Sekolah-sekolah ini dihapus dan 

berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 nama sekolah ini disebut sekolah rendah atau 

Sekolah Rakyat dengan lama masa belajar 6 tahun. Nama sekolah ini kemudian diubah menjadi 

Sekolah Dasar (SD). Nama SD ini  lebih tepat dibandingkan SR karena nama SD tidak 

menindikasikan adanya perbedaan antara sekolah dasar dan menengah dari aspek sosial kecuali 

dari tingkat kesulitan pendidikan. Nama SD dipertahankan baik dalam Undang-Undang nomor 2 

tahun 1989 mau pun dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. 

 

Dalam upaya menuntaskan kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 6 tahun pemerintah membangun 

banyak gedung baru SD. Pada masa antara tahun 1950 – 1959, pemerintah membangun SR di 

banyak wilayah Indonesia. Sekolah zaman Belanda dijadikan sekolah negeri dan disamping itu 

pemerintah membangun gedung-gedung baru SR. Meski pun demikian pemerintah masih 

kekuarang sekolah karena pertambahan jumlah penduduk yang cukup tajam, keinginan 

bersekolah yang semakin tinggi, dan fasilitas yang disediakan pemerintah bagi peserta didik 

(buku, pensil) menimbulkan permintaan akan sekolah terus bertambah.  

 

Pada masa antara tahun 1959 – 1965 (pemerintahan Orde Lama) pembangunan SR cukup 

tersendat. Kesulitan ekonomi pemerintah merupakan penghalang utama untuk membangun 

gedung baru, mengangkat guru, dan menyediakan fasilitas belajar. Perkembangan jumlah SD 

sangat luar biasa terutama pada masa antara 1967 - 1997 (pemerintahan Orde Baru). Bahkan 

untuk menampung anak usia sekolah yang bertempat tinggal, kesulitan membangun gedung 

sekolah, dan kekurangan guru mulai tahun 1973 Pemerintah membangun SD Pamong. Selain SD 

Pamong, Pemerintah juga membangun SD Kecil yang jumlah muridnya terbatas dan gurunya 

harus mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan kemudian mengembangkan program Kejar 

Paket A. Dengan berbagai usaha ini maka daya tampung SD untuk mewujudkan program Wajib 

Belajar (WAJAR) 6 tahun yang dikumandangkan pada tahun 1984 Indonesia   dinyatakan oleh 

UNESCO sebagai negara yang berhasil memberikan pendidikan dasar kepada seluruh penduduk 

usia 7-12 tahun.  Keberhasilan Pemerintah menyediakan pendidikan untuk penduduk usia 7-12 

sehingga mencapai angka partisipasi kasar sebesar 113,85% dan partisipasi murni sebesar 
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 Gunawan (1986), Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 
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94,99% 
15

adalah perhitungan dengan melibatkan Madrasah Ibtidaiyah dibawah manajemen 

Departemen Pendidikan Agama. 

  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada zaman 

Belanda dikenal adanya sekolah yang bernama MULO (kelanjutan dari HIS, HCS, dan ELS), 

HBS (untuk lanjutan tamatan ELS dan HCS). Pada masa Pendudukan Meliter Jepang dikenal 

adanya Shoto Chu Gakko.
16

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 sekolah ini 

dinamakan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tetapi disingkat SMP. Adanya kata 

umum pada sekolah ini karena sampai tahun 1973 Indonesia masih mengenal adanya sekolah 

kejuruan seperti Sekolah Teknik Tingkat Pertama (STP), Sekolah Menengah Ekonomi tingkat 

Pertama (SMEP), Sekolah Menengah Pertanian Pertama (SMPP), Sekolah Guru B (SGB). 

Berdasarkan Undnag-Undang nomor 2 tahun 1989 sekolah ini dinamakan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 nama 

sekolah ini dikembalikan menjadi SMP. Sedangkan sekolah dibawah Departemen Agama yang 

sederajat dengan SMP dan diakui oleh Undan-Undang nomor 20 tahun 2003 adalah Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

Pada tahun 1989, Pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ini merupakan 

suatu kemajuan karena wajib belajar sebelumnya adalah 6 tahun. Kebijakan ini diteruskan oleh 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Sayangnya kebijakan pendidikan dasar 9 tahun tidak 

berhasil sebagaimana pendidikan dasar 6 tahun. Sampai tahun 2004, angka partisipasi mereka 

yang berusia 13-15 tahun (usia untuk wajib belajar 9 tahun) hanya sebesar 74,25%
17

. Jumlah ini 

sudah meningkat dibandingkan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun yang dapat 

ditampung pada masa akhir Orde Baru. Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru jumlah 

penduduk usia 13-15 tahun yang dapat ditampung di SMP sebesar 70% tetapi menunjukkan 

penurunan dibandingkan akhir masa pemerintahan Presiden J. Habibie. Pada waktu itu angka 

partisipasi SMP dan Madrasah Tsanawiyah mencapai 75,12% kemudian meningkat menjadi 

76.14% pada tahun 2001 dan menjadi 77.06% pada tahun 2002. Pada tahun 2003 terjadi 
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 Ikhtisar Data Pendidikan Nasional. Pusat Statistik Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006 
16

 Gunawan (1986), Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta. Bina Aksara 
17

 Ikhtisar Data Pendidikan Nasional. Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen 

Pendidikan Nasional, 2006. Angka-angka tersebut sudah termasuk peserta didik di sekolah  MI, MTs. Dan MA) 

dibawah manajemen Departemen Agama. 
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penurunan sehingga angka partisipasi tersebut menjadi 74.09% dan meningkat lagi menjadi 

74.25% pada tahun 2004.  

 

Pada jenjang pendidikan menengah variasi sekolah semakin banyak. Pada zaman Kolonial 

Belanda terdapat VHO (Voorbereidens Hegere Onderwijs), AMS (Algameene Middlebare 

School), HBS (Hogere Burgere School), MHS (Middlebare Handels School), MTS (Middlebare 

Technische School), Kweek School, GOSVO (Gouvernement Opleiding School voor 

Onderwijzeres).
18

 Pada zaman Pendudukan Meliter Jepang dikenal adanya Kotto Chu Gakko 

(Umum) dan Kogyo Sommon Gakko (Teknik). Pada masa kemerdekaan, setelah tahun 1950 

terjadi perubahan dan penyederhanaan sekolah menengah atas.  VHO, AMS, HBS yang 

membeda-bedakan asal usul siswanya dihapus dan diganti dengan SMA yang terbuka untuk 

seluruh rakyat (sama dengan Kotto Chu Gakko yang juga terbuka untuk seluruh rakyat). MHS 

menjadi Sekolah Menengah Ekonomi (SEM) yang kemudian berubah menjadi Sekolah 

Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan pada awal abad ke 21 menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan Ekonomi. MTS berubah menjadi Sekolah Teknologi Menengah (STM) dan kemudian 

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi. Kweek School berubah menjadi Sekolah Guru 

A (SGA) yang nantinya menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan setelah tahun 1989 

dibubarkan. GOSVO berubah menjadi Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP) yang kemudian 

dibubarkan bersamaan dengan pembubaran SPG. Penyederhanaan jenis sekolah pada jenjang ini 

yang sudah dilakukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 diteruskan oleh Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003. Setelah tahun 2003,  pada jenjang ini terdapat Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK). Sekolah Menengah Kejuruan beragam jenis misalnya Sekolah 

Menengah Kejuruan Teknik, Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi, Sekolah Menengah 

Kejuruan Pariwisata.  

 

Perjalanan sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang suatu 

sekolah maka semakin rendah angka partisipasi. Keberhasilan bangsa Indonesia yang terjadi 

untuk meningkatkan angka  SMP/MTs tidak setinggi untuk SD/MI sebagaimana telah 

dikemukakan di atas. Meski pun demikian harus diakui, jika peningkatan angka partisipasi itu 

dibandingkan antara masa awal kemerdekaan dengan masa awal Reformasi, program yang 
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dilakukan pemerintah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan angka partisipasi 

SMP/MTs.  

 

Demikian pula dengan angka partisipasi untuk untuk SMA/MA/SMAK/MAK. Meskipun tidak 

sebesar peningkatan angka partisipasi SD/MI, terjadi peningkatan angka partisipasi bagi 

SMA/MA/SMK/MAK. Pada tahun 1992 angka partisipasi tersebeut hanya 36% sedangkan pada 

tahun 2000 angka partisipasi untuk SMA/MA/SMK/MAK sudah mencapai angka 40%. 

Kenaikan tersebut terus terjadi sehingga pada tahun 2004 angka partisipasi kasar untuk 

SMA/MA/SMK/MAKsudah mencapai 49.85%.       

 

 

 

PERKEMBANGAN KURIKULUM 

 

Perkembangan kurikulum untuk sekolah dasar dan sekolah menengah sangat jelas menunjukkan 

adanya pengaruh politik. Tidak seperti perubahan yang terjadi pada nama dan jenis sekolah atau 

pun jalur sekolah dimana pertimbangan akademik lebih menonjol dibandingkan pertimbangan 

politik maka dalam perkembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan 

bahwa pengaruh politik lebih besar dibandingkan pertimbangan akademik. Paling tidak dapat 

dikatakan bahwa pengaruh keduanya berimbang. 

 

Kurikulum adalah isi dan jantungnya pendidikan. Oleh karena itu kekuatan yang mampu 

mempengaruhi kurikulum berarti mampu menguasai proses pendidikan. Tentu saja tidak perlu 

dikatakan bahwa suatu kekuatan yang mampu menguasai proses pendidikan akan memiliki 

keuntungan dalam menentukan hasil pendidikan. Kenyataan ini adalah benar jika disadari bahwa 

hasil pendidikan yang dimaksudkan adalah hasil proses pendidikan seseorang dalam mempelajari 

materi pelajaran. 

 

Kekuatan politik yang dimaksudkan di sini tidak harus selalu dalam bentuk pertarungan kekuatan 

antara dua atau lebih kelompok politik. Kekuatan politik yang dimaksudkan dapat pula 

berbentuk situasi kehidupan bangsa di suatu masa tertentu yang kemudian menjadi suatu 

kekuatan bersama bangsa dalam menentukan arah dan isi pendidikan. 
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Istilah kurikulum tidak dikenal pada masa-masa awal kemerdekaan. Pada waktu itu istilah yang 

digunakan adalah mata pelajaran (leervak) dan rencana pelajaran (leerplan). Hal itu sejalan 

dengan penggunaan istilah kurikulum yang baru masuk dalam literatur pendidikan pada abad 19 

dan mulai mendapatkan tempat yang luas pada awal abad ke 20
19

 (Tanner dan Tanner, 1980:4).  

 

Istilah kurikulum mulai masuk kedalam dunia pendidikan Indonesia dari literatur kependidikan 

Amerika Serikat dimana istilah itu pada awal abad ke-20 banyak digunakan. Tokoh pendidikan 

Amerika seperti John Dewey (1916) dan Ralph Tyler (1942) dianggap sebagai pelopor 

penggunaan istilah kurikulum dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat.  Ketika tahun 50-an 

dan 60-an banyak akhli pendidikan Indonesia belajar di Amerika Serikat dan membaca buku-

buku dari belahan dunia yang berbahasa Inggeris maka istilah kurikulum masuk menjadi istilah 

teknis dalam literatur dunia pendidikan Indonesia. Secara resmi istilah kurikulum banyak 

digunakan sebagai nama oleh  berbagai lembaga di kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan
20

 dan berbagai keputusan menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada tahun 1946 

oleh Menteri Mr Soewandi dapat dikatakan sebagai keputusan awal yang berkenaan dengan 

kurikulum. Keputusan yang kemudian dimuat dalam Pewarta PPK nomor 2 tahun 1951 

menetapkan pedoman dasar-dasar pengajaran haruslah mengandung hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Perasaan bakti kepada Tuhan 

2. Perasaan tjinta kepada Alam 

3. Perasaan tjinta kepada Negara 

4. Perasaan tjinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak 

5. Perasaan tjinta kepada Bangsa dan Kebudajaan 

6. Perasaan berhak dan wadjib ikut memadjukan Negaranja menurut pembawaan dan 

kekuatannja 

7. Kejakinan bahwa orang mendjadi sebagian jang tak terpisah dari keluarga dan 

masjarakat 

8. Kejakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib 

                                                 
19

 Sebelum istilah kurikulum digunakan istilah paedagogy atau pedagogiek adalah istilah umum yang digunakan  

bersamaan dengan istilah didaktik. 
20

 (PTPG yang kemudian berkembang menjadi FKIP, dan sebagian FKIP menjadi IKIP dan ada yang menjadi 

STKIP, dan IKIP serta STKIP menjadi universitas)   
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9. Kejakinan bahwa pada dasarnja manusia itu sama harganja, sebab itu berhubungan 

sesama anggauta masjarakat harus bersifat hormat-menghormati, berdasar atas rasa 

keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri 

10. Kejakinan bahwa Negara memerlukan warga negara jang radjin bekerdja, tahu pada 

wadjibnja, djudjur dalam pikiran dan tindakannja. 

 

Pedoman ini memuat berbagai landasan pendidikan yang bahkan masih tetap hangat dan 

dikembangkan walau pun dalam kenyataan kurikulum pada masa-masa akhir abad ke- 20 dan 

awal abad ke-21 banyak dasar-dasar pendidikan tersebut dilupakan. Perubahan yang semakin 

lama semakin memperkuat kedudukan pendidikan disiplin ilmu sebagai inti dari kurikulum, 

menyebabkan kurikulum makin meninggalkan dasar-dasar pendidikan yang tercantum dalam 

pedoman tahun 1946 tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena pendidikan seharusnya 

berkenaan dengan memanusiakan manusia, membudayakan manusia, menjadikan manusia 

sebagai mahluk religious, sosial, ekonomi, politik, ilmu, seni, dan teknologi yang tercakup dalam 

dasar-dasar tersebut. Posisi ilmu dan teknologi yang terlalu salah dianggap dapat menyelesaikan 

segala permasalahan manusia menyebabkan kurikulum semakin lama semakin bergeser kepada 

kepentingan ilmu dan meninggalkan kepentingan utama yaitu manusia yang mengikuti 

pendidikan tersebut. 

 

Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 

terdapat berbagai ketetapan mengenai kurikulum. Walau pun demikian harus dikemukakan 

bahwa berbagai pikiran baik mengenai kurikulum yang dikemukakan anggota BP-KNIP tidak 

terumuskan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Prinsip-prinsip pendidikan yang menjadi 

seharusnya menjadi dasar kurikulum tercantum dalam pasal 5, 7 dan khusus mengenai 

pendidikan jasmani tercantum dalam pasal 9 sedangkan pasal 20 mengenai pendidikan agama. 

Pasal 5 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar. Untuk Taman Kanak-Kanak dan SR kelas 1, 2, dan 3 boleh menggunakan 

bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.  

 

Ketetapan dalam pasal 7 merupakan ketetapan mengenai tujuan lembaga pendidikan yang 

seharusnya menjadi landasan bagi kurikulum lembaga tersebut. Pasal 7 tersebut menyebutkan: 

1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja 

rochani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah 

2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rochani dan 

djasmani kanak-kanak memberikan kesempatan kepadanja guna mengembangkan 
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bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuannja, 

ketjakapannja, dan ketangkasannja, baik lahir maupun bathin 

3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan 

dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah untuk 

mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai 

anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan chusus 

sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau 

mempersiapkannja bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi. 

4. Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar 

untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang 

memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kemasyarakatan. 

5. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan 

pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan baik djasmani 

maupun rochaninja supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin jang lajak. 

 

Sedangkan pasal 9 secara tegas mencantumkan mengenai pendidikan jasmani. Tertulis pada 

pasal ini ”pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan 

perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi 

bangsa jang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala djenis sekolah”.  Selain 

pendidikan jasmani yang secara tegas menjadi mata pelajaran dalam kurikulum di setiap sekolah 

mata pelajaran lain yang dinyatakan secara tegas adalah pendidikan agama. Pasal 20 menyatakan 

”dalam sekolah-sekolah Negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah 

anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut”.  

 

Meski pun demikian dalam pembahasan mengenai undang-undang ini selain perdebatan 

mengenai pendidikan agama seperti telah dikemukakan sebelumnya tetapi beberapa anggota BP-

KNIP menyebutkan pula mata pelajaran lain yang dianggap penting. Bahasa Indonesia, sejarah, 

dan pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang diusulkan oleh beberapa anggota BP-

KNIP. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri PPK S. Mangunsarkoro mengemukakan 

pentingnya mata pelajaran agama, sejarah dan pendidikan jasmani pada pertemuan tanggal 17 

Oktober 1949. Pendapat Menteri PPK ini mendapat dukungan dari Prawoto Mangkusasmito, Mr. 

Mohd Dalijono, Mr. Kasman Singodimedjo, Lobo, Sugondo, Manai Sophiaan, Asrarudin, Zainal 

Abidin Achmad, dan Mr Sartono. Pembicara dari anggota BP-KNIP itu mendukung pula 

pengajaran bahasa Indonesia. Sementara itu Mr. Kasman Singodimedjo dan Sugondo secara 

khusus menyebutkan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah. 

Secara khusus Mr. Kasman Singodimedjo juga menyebutkan mata pelajaran kesenian. 
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Dalam pidatonya Mr. Kasman Singodimedjo mengatakan ”saya pun setudju dengan pemerintah 

jang telah mentjantumkan didalam rentjanja”:  

 

1. pengadjaran sedjarah jang menurut peristiwa-peristiwa dapat dibanggakan dan jang 

menundjukkan kedjajaan bangsa kita dan menimbulkan rasa kepertjajaan atas diri 

sendiri pemuda-pemuda kita; 

2. pengadjaran kesenian, baik seni suara maupun seni lainnja; 

3. pengadjaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menebalkan rasa 

persatuan nasional kita. 

 

 

Rencana Pelajaran yang diberlakukan pada waktu itu adalah rencana pelajaran tahun 1947 dan 

dengan berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 maka diberlakukan Rencana Pelajaran 

yang sebenarnya tidak banyak berubah. Rencana Pelajaran SD memuat daftar mata pelajaran 

yang terdiri dari 16 mata pelajaran (Sumber: Balitbang). Suasana kebangsaan yang baru saja 

merdeka dan kesadaran akan pentingnya membangun rasa kebangsaan baru menyebabkan posisi 

mata pelajaran sejarah dianggap sangat penting. Selain ada mata pelajaran sejarah (Indonesia) di 

SD, di SMP dikenal ada mata pelajaran sejarah Indonesia dan mata pelajaran sejarah dunia. Di 

SMA pelajaran sejarah bertambah dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan untuk mereka yang 

mengambil jurusan sastra dan budaya. 

 

Pada masa pemerintahan Orde Lama, dengan berlakunya Manipol Usdek maka kurikulum harus 

diubah untuk memasukkan pikiran-pikiran yang ada pada Manipol Usdek. Hal tersebut secara 

tegas dinyatakan dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan nomor 2 tahun 

1961. Dengan dikeluarkannya instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada tahun 

1961 tersebut maka dunia pendidikan Indonesia mengenal mata pelajaran baru Civics untuk 

membentuk manusia Indonesia baru, manusia Indonesia yang sesuai dengan ajaran Manipol 

Usdek. Mata pelajaran ini kemudian mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia
21

 Kebijakan ini kembali memperlihatkan bahwa kurikulum tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh politik. 

 

                                                 
21

 Mata pelajaran ini kemudian mengalami beberapa perubahan nama yaitu Kewarganegaraan, Pendidikan Moral 

Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. TAP MPR kemudian memperkuat posisi mata pelajaran ini 

dalam kurikulum persekolahan. Tentu saja dengan adanya TAP ini maka peraturan-peraturan di bawahnya harus 

sesuai dengan TAP MPR. 
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Perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Ajaran Manipol serta ajaran 

komunis dilarang dan kurikulum sekolah harus bebas dari ajaran tersebut. Untuk itu maka 

pemerintah menetapkan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang diarahkan 

untuk menangkal ajaran komunisme. Termasuk dalam Pendidikan Pancasila ini adalah 

Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 Pendidikan 

Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945. Berdasarkan TAP 

MPR Nomor II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai “penuntun 

dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara 

Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, 

baik di Pusat mau pun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.”  Pedoman yang secara 

singkat disebut dengan P-4 dan dinamakan pula Ekaprasetia Pancakarsa kemudian ditetapkan 

sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila melalui TAP MPR Nomor II/MPR/1983 bersama-sama 

dengan Pendidikan Moral Pancasila.  

 

Pada tahun ini pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr Nugroho Notosusanto, 

mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 menetapkan 

mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan ini kemudian mendapat penguatan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1983 sebagai 

bagian dari Pendidikan Pancasila. Dengan demikian maka Pendidikan Pancasila memiliki 

komponen Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Semua ini menunjukkan pengaruh 

kuat politik bangsa dalam menentukan kurikulum untuk mengamankan arah dan kebijakan 

pembangunan bangsa. 

 

Dalam bentuk mata pelajaran, PSPB baru diterapkan secara resmi di sekolah pada kurikulum 

1984. Sebelumnya dalam kurikulum 1975 yang merupakan kurikulum modern pertama yang 

dikembangkan menurut teori dan prinsip pengembangan kurikulum, PSPB belum menjadi mata 

pelajaran. Kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan suatu pendekatan baru dalam dunia 

pendidikan Indonesia yaitu pendekatan integratif. Oleh karena berbagai mata pelajaran yang 

semulanya berdiri sendiri diorganisasikan sedemikian rupa menjadi mata pelajaran baru. Biologi, 

Fisika, dan Kimia dikembangkan dalam suatu organisasi baru dengan label Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Politik yang semulanya 
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berdiri sendiri diorganisasikan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Kelompok-kelompok mata pelajaran yang dulunya dikenal dengan nama Ilmu Ukur Bidang, 

Ilmu Ukur Ruang, Aljabar diorganisasikan dalam mata pelajaran Matematika. 

 

Pendekatan baru yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 1975  berkenaan dengan 

orgnisasi konten kurikulum dan dengan pendekatan dalam proses pembelajaran, penerapan 

instructional technology, dan penerapan butir soal objektif untuk evaluasi hasil belajar. 

Pendekatan baru yang digunakan dalam proses pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai 

agen yang aktif dalam belajar. Dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) maka peserta 

didik dianggap sebagai peserta didik yang harus aktif mencari, menemukan, dan 

mengkomunikasikan hasil belajarnya.  

 

Pendekatan CBSA ini adalah suatu perkembangan dalam kurikulum yang sangat 

menguntungkan. Sayangnya, pendekatan ini dapat dikatakan gagal dalam implementasinya. 

Sebagian kegagalan tersebut disebabkan kegagalan dalam menerapkan CBSA dalam desain 

kurikulum. Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik untuk mampu menempatkan dirinya 

sebagai seorang yang aktif mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya tidak 

dikemas dalam organisasi konten kurikulum. CBSA tidak dirancang dengan baik dalam 

kurikulum. 

 

Kelemahan kedua adalah kelemahan yang sangat umum terjadi dalam proses pengembangan 

kurikulum di Indonesia yaitu lemahnya sosialisasi kurikulum. Setelah kurikulum selesai 

dikembangkan menjadi suatu dokumen, dicetak, dan didistribusikan ke sekolah
22

 tanpa diikuti 

dengan proses sosialisasi yang seharusnya. Guru dianggap serba tahu dan serba mampu 

melaksanakan kurikulum yang penuh dengan inivasi tersebut. Kondisi implementasi seperti ini 

juga terlihat ketika kurikulum lainnya (1984, 1994, 2004). 
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 Proses distribusi dokumen kurikulum itu sangat jelek. Adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa guru tidak 

memiliki dokumen kurikulum kecuali hanya Garis-garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP) yang berkenaan dengan 

mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya. Ide kurikulum yang tercantum dalam dokumen kurikulum lainnya 

(dokumen I) dan tak pernah tuntas disosialisasikan tak pernah diketahui apalagi difahami guru. Kemampuan guru 

untuk mengembangkan model pembelajaran yang dinamakan PPSI tidak pernah mencapai tingkat mastery yang 

seharusnya. 
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Kelemahan ketiga adalah ketiadaan dana untuk implementasi. Pelaksanaan kurikulum baru 

dengan inovasi yang dibawanya memerlukan dana operasional yang terkadang tidak kecil. 

Pengamatan terhadap pelaksanaan kurikulum menunjukkan bahwa dana yang diperlukan sekolah 

tidak tersedia. Sekolah harus mencari sendiri dana yang diperlukan. Sebagai contoh, ketika 

peserta didik belajar IPA dan harus melakukan praktek di laboratorium, bahan praktek tidak 

tersedia atau tidak cukup, dana untuk praktikum tidak pula tersedia. 

 

Sepuluh tahun kemudian Pemerintah menggantikan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. 

Setelah ini kebijakan penggantian kurikulum setiap sepuluh tahun menjadi suatu tradisi. 

Perkembangan dalam kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, seni, ilmu dan 

teknologi tidak berpengaruh terhadap kurikulum. Kurikulum tidak berubah dan terus berjalan 

walau pun aspek-aspek yang menjadi dasar dari kurikulum tadi sudah jauh berbeda dari ketika 

suatu kurikulum dikembangkan. Pemerintah memperlakukan kurikulum sebagai suatu seremoni 

politik dan hanya ketika terjadi tuntutan politik lah maka kurikulum baru berubah. Faktor lain 

yang telah dikemukakan selain politik tidak mampu menyentuh perubahan kurikulum. 

 

Kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak mengubah posisi belajar peserta didik. Peserta 

didik harus memegang peran aktif dalam belajar terus dipertahankan. Bahkan kurikulum baru 

menambah peran aktif itu dengan memperkenalkan ketrampilan proses. Peserta didik harus 

melaksanakan ketrampilan proses sehingga mereka memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan masalah berdasarkan apa yang telah dibaca, diamati, dan dibahas. Kemudian 

mengembangkan proses belajar  aktif dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan 

tersebut. Sayangnya, kesalahan sama seperti yang dilakukan dengan model CBSA dan kurikulum 

1975 diulangi lagi. Ketrampilan proses tidak dikembangkan dalam desain kurikulum sehingga 

konten kurikulum hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat substantif seperti konsep, teori, 

peristiwa, dan sebagainya. Ketrampilan yang terdapat dalam Ketrampilan Proses dan CBSA 

tidak pernah dijadikan konten kurikulum dan dirajut bersama dengan materi substantif dalam 

suatu desain. Akibatnya, sama seperti nasib CBSA maka ketrampilan proses menjadi slogan dan 

tidak pernah menjadi ketrampilan nyata sebagai hasil belajar yang dimiliki peserta didik. Ini 

suatu kesalahan fatal dan harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia. 
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Kurikulum 1984 memiliki perbedaan dari kurikulum 1975 dalam organisasi konten kurikulum 

untuk SMA.  Kurikulum untuk SMA menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang 

sangat esensialis
23

. Mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, kimia, fisika, 

biologi dicantumkan dalam kurikulum sebagaimana adanya. Pengajaran untuk setiap disiplin 

ilmu ini pun diberikan secara terpisah. Pendekatan seperti ini dianggap sebagai pendekatan 

terbaik bagi peserta didik SMA karena mereka dipersiapkan untuk melanjutkan studi di 

perguruan tinggi. 

 

Pada tahun 1994, sesuai dengan tradisi sepuluh tahunan, Pemerintah meresmikan kurikulum 

baru. Kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984 tetapi pada dasarnya 

keduanya tidak mmemiliki perbedaan yang prinsipii. Orientasi pendidikan pada pengajaran 

disiplin ilmu menempatkan kurikulum sebagai instrumen untuk transfer of knowledge. 

Penyempurnaan terjadi pada materi pendidikan sejarah karena materi pendidikan sejarah yang 

tercantum dalam kurikulum SMU (nama baru SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

tahun 1989) tidak lengkap. Kurikulum 1994 menyempurnakannya.  

 

Perubahan lain yang terjadi adalah penghapusan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan  

Bangsa dalam kurikulum.  Konten kurikulum yang berkenaan dengan masalah sosial dan sejarah 

semakin berkurang sementara itu kurikulum konten yang berkenaan dengan IPA dan matematika 

semakin bertambah. Konsekuensinya, kurikulum tidak mampu mempersiapkan generasi muda 

bangsa sebagaimana seharusnya. Sejarah masih diberikan dalam kurikulum SMU jurusan IPA. 

Selain dari itu, permasalahan kurikulum 1994 baik dalam desain kurikulum mau pun dalam 

impelementasi masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Kesalahan yang menyebabkan 

bangsa ini terjerumus pada permasalahan yang sama dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan masih tetap sama. Pengalaman dan kesalahan tidak lagi menjadi guru yang 

membimbing ke arah baru yang lebih baik, kesalahan prosedur akademik dalam 

mengembangkan kurikulum dan pendidikan hanya menjadi macan kertas yang tidak punya gigi. 

 

Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat 

dan dinyatakan berlaku secara nasional dan mengakhiri dominasi Pemerintah Pusat dalam dunia 
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 Pandangan esensialis mensyaratkan agar setiap disiplin ilmu diajarkan dan diantumkan dalam kurikulum 

sebagaimana aslinya. Menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam suatu organisasi seperti IPA atau IPS adalah 

bertentangan dengan prinsip dasar pandangan esensialis. 
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pendidikan. Memang setelah waktu berlalu selama sepuluh tahun Pemerintah mempersiapkan 

kurikulum baru yang semula dinamakan kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian 

dinamakan kurikulum 2004, sesuai dengan tradisi penamaan kurikulum yang sudah berlangsung 

selama lebih dari  40 tahun (kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1994, 

dan kurikulum2004). Tetapi kurikulum 2004 menjadi permasalahan nasional yang krusial karena 

sebelum kurikulum itu diimplementasikan secara nasional perkembangan baru terjadi dalam 

dunia pendidikan Indonesia. 

 

Ketika Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bentuk ketatanegaran baru melalui 

amandemen UUD 1945 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemerintahan 

Daerah maka pendidikan tidak lagi monopoli Pemerintah (Pusat). Melalui konsep desentralisasi 

dan ootonomi diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) maka 

pendidikan menjadi urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Perkembangan baru ini 

diperkuat dengan diresmikannya Undang-Undang baru mengenai sistem pendidikan nasional. 

Undang-Undang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menetapkan bahwa pengembangan kurikulum adalah wewenang dan tanggungjawab 

pemerintah daerah. Pemerintah (pusat) berkewajiban mengembangkan standar isi yang menjadi 

pedoman bagi pengembangan kurikulum di daerah. 

 

Ketika kurikulum 2004 sedang dalam proses pengembangan pada waktu bersamaan UU nomor 

20 2003 sedang dalam proses pengembangan. Pada tahun 2003 ketika UU tersebut dinyatakan 

berlaku maka pengembangan kurikulum sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuaan-

ketentuan yang ditetapkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersebut. Artinya, tidak ada lagi 

kurikulum nasional sebagaimana sebelumnya. Sejak tahun 2003 dunia pendidikan Indonesia 

telah membuka halaman baru dan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum 

yang secara khusus dikembangkan untuk sekolah di wilayah kabupaten atau kota dimana sekolah 

itu berada. 
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